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Kewenangan KPK versus Polri dalam
Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan
Simulator Pembuatan Surat I1zin
Mengemudi di Korlantas Polri

Dian Cahyaningrum”

Abstrak

Korupsi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Ironisnya polisi sebagai aparat
penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas korupsi diduga telah melakukan
korupsi pengadaan simulator mengemudi yang merugikan keuangan negara ratusan
miliar rupiah. Kasus ini disidik oleh 2 aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga timbulah polemik
mengenai siapa pihak yang lebih berwenang menyidik. Atas berbagai pertimbangan,
kasus ini sebaiknya disidik oleh KPK. Polemik kewenangan menyidik diharapkan tidak
berlarut agar persoalan utama yaitu dugaa
segera dapat diselesaikan dengan baik.

A. Pendahuluan

Korupsi masih marak dan menjadi
asalah yang krusial di Indonesia.
asarkan Indeks  Persepsi  Korupsi
tion Perception Index/CPl) tahun
g dikeluarkan oleh Transparency
l,  Indonesia  menempati
sar 3,0, naik 0,2 dibanding
ya sebesar 2,8. Skor
dari hasil survei yang
83 negara di dunia.
) Korupsi tersebut,




B. Kasus Dugan Korupsi
Pengadaan Simulator
Pembuatan SIM

Kasus dugaan korupsi pengadaan
alat simulasi mengemudi kendaraan roda
dua dan roda empat untuk ujian surat ijin
mengemudi (SIM) terjadidiKorps Lalu Lintas
(Korlantas) Polri. Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah menetapkan Inspektur
Jenderal Djoko Susilo, Gubernur Akademi
Kepolisian dan mantan Kepala Korlantas
Polri sebagai tersangka pada tanggal 27
Juli 2012. Djoko Susilo dijerat Pasal 2
ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
ayat (1) KUHP. Djoko Susilo diduga
menyalahgunakan kewenangannya,
memperkaya diri sendiri dan orang lain
yang bisa berakibat merugikan kekayaan
negara. Dalam kasus tersebut, juga
ada 3 orang yang merupakan pelaku
penyerta tindak pidana ini yaitu: 1) Wakil
Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol)
Didik Purnomo selaku pejabat pembuat
komitmen proyek; 2) Budi Susanto (Dirut
PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, rekanan
proyek); dan 3) Sukoco S. Bambang (Dirut
PT Inovasi Teknologi Indonesia, rekanan
proyek).

Pada kasus

dugaan korupsi alat

informasi, harga alat simulasi mengemudi
2.000 dollar AS - 5.000 dollar AS (hampir
Rp 20 juta — Rp 50 juta). Dengan asumsi
harga satu unit Rp 50 juta dan realisasi
pembelian sebanyak 1.256 unit tahun
2011 maka nilai pembelian sekitar Rp 61
miliar, jauh lebih rendah dari nilai proyek
Rp 198,7 miliar.

Untuk mengungkap kasus dugaan
korupsi  alat simulator ~mengemudi,
KPK melakukan penggeledahan Markas
Korlantas PolripadaSenin, 30Juli2012 sejak
pukul 16.00. Proses penggeledahan sempat
terhenti karena terjadi miskomunikasi
antara petugas KPK yang menggeledah
dan sejumlah polisi pada pukul 22.00.
Setelah  dilakukan pertemuan antara
pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang
Widjojanto, dan Busyro Muqoddas)
dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris
Jenderal Sutarman, penggeledahan dapat
dilanjutkan kembali Selasa, 31 Juli 2012
pukul 03.30 dan selesai pada pukul 07.30.
Seluruh barang bukti yang dikumpulkan di
Korlantas juga boleh dibawa ke KPK. KPK
sepakat untuk mengijinkan Mabes Polri
menggunakan barang bukti yang telah
disita untuk kepentingan penyelidikan
Polri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat
simulasi mengemudi sebenarnya bukan
kasus baru. Aparat kepolisian pernah
menangani kasus sengketa tender dalam
pengadaanalatsimulasimengemudi, terkait
PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai
pemenang tender dan PT Inovasi Tehnologi
Indonesia (ITl) sebagai sub kontrakstor. PT
[Tldinilaitidakdapatmemenuhipermintaa
barang. Kepala Biro Penerangan Masyara
Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol
Rafli Amar mengakui beberapa w
mengumumbkan bahwa terkait p
kasus ini, Polri belum mene
pidananya.Berdasarkante
Pengawasan Umum M
proses pengadaan a
normal.

Sementara
Bareskrim K
Bareskrim j




Bareskrim beranjak pada pemeriksaan
tersangka dari level bawah, seperti
pimpinan proyek atau pejabat pembuat
komitmen dan dapat mengarah pada
pejabat yang lebih tinggi. Sedangkan KPK
lebih fokus pada penyelenggara negara.
Dalam kasus dugaan korupsi simulator
mengemudi tersebut, penyidik Bareskrim
telah menetapkan 5 tersangka, 3 di
antaranya sama dengan tersangka yang
telah ditetapkan oleh KPK vyaitu Brigjen
(Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan
Sukoco S Bambang. Dua tersangka lainnya
adalah AKBP "TR" sebagai panitia lelang
dan Kompol "L" sebagai kepala urusan
keuangan.SuratPemberitahuanDimulainya
Penyidikan (SPDP) telah disampaikan dan
diterima Kejaksaan Agung.

Berpijak pada paparan tersebut, ada
duaaparat penegak hukumyang melakukan
penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi
alat simulasi mengemudi, yaitu KPK dan
Polri sehingga timbulah polemik mengenai
pihak mana yang sebaiknya menyidik kasus
tersebut. Polemik ini dikhawatirkan dapat
menimbulkan konflik antarlembaga.

C. Kewenangan KPK Vs Polri
dalam Menyidik Dugaan
Korupsi Alat Simulator

Sebagaimana dikemukakan Kepala
Bareskrim Komjen Sutarman, Bareskrim
tetap melanjutkan penyidikan. Menurut
Sutarman, penyidik Bareskrim memiliki
kewenangan menyidik berdasarkan UU
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan
ak dapat menghentikan penyidikan.
entian penyidikan dapat dilakukan
mengajukan gugatan praperadilan.
yang dilakukan oleh Polri
an pada nota kesepahaman
of understanding/MoU)
enegak hukum yaitu
KPK. Sementara itu,
menangani kasus
asi mengemudi.
Pasal 40 UU

penghentian penyidikan justru akan
melanggar ketentuan tersebut.

Penanganan dua aparat penegak
hukum pada kasus yang sama tidaklah
efektif dan efisien, apalagi mereka juga
menggunakan alat bukti yang sama. Selain
itu juga dikhawatirkan terjadi nebis in
idem sehubungan dengan ditetapkannya
tersangka yang sama antara Polri dan KPK.
Untuk itu, Polri sebaiknya menyerahkan
seluruh  penanganan  kasus dugaan
korupsi alat simulator mengemudi pada
KPK. Dasar pertimbangannya adalah
KPK dianggap lebih dipercaya, lebih
independen, dan tidak bermasalah dengan
konflik kepentingan (conflict of interest).
Pertimbangan lainnya, MoU antar lembaga
penegak hukum tidak dapat dijadikan dasar
bagi polisi untuk menangani kasus dugaan
korupsi pengadaan simulator mengemudi.
Kesepahaman (MoU) tidak  memiliki
konsekuensi hukum apa pun.

Dari perspektif hukum, UU No. 30
Tahun 2002 juga memberi kewenangan
kepada KPK untuk mengambil alih
penyidikan  atau  penuntutan  kasus
korupsi yang dilakukan oleh kepolisian
atau kejaksaan. Landasan hukum dari
pengambilalihan tersebut adalah Pasal
8 ayat (2); Pasal 8 ayat (3); dan Pasal 9
UU No. 30 Tahun 2002. Selain itu UU




Namun sebagaimana dikemukakan oleh
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha, Presiden percaya Polri dan KPK telah
bersinergi untuk melakukan penegakan
hukum dan meminta semua pihak untuk
menunggu proses hukum vyang telah
berjalan. Presiden tidak mungkin diminta
intervensi dalam proses hukum yang telah
berjalan.

Agar polemik kewenangan menyidik
kasus korupsi antara Polri dan KPK tidak
berlarut-larut dan agar ada jaminan
kepastian hukum maka UU No. 30 Tahun
2002, khususnya Pasal 50 ayat (3) dapat
diajukan uji materiil (judicial review)
ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini
rencananya akan diajukan oleh advokat
Habiburokhman, Munathsir Mustaman,
dan Maulana Bungaran untuk memperjelas
Pasal 50 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002.
Dengan putusan MK nantinya diharapkan
tidak ada celah bagi polisi atau jaksa untuk
menyidik kasus korupsi yang sudah disidik
oleh KPK.

D. Penutup

Dugaan korupsi pengadaan simulator
mengemudi di Korlantas Polri sangat
memprihatinkan karena _Polri _sebagai

masyarakat kepada Polri. Untuk itu, Polri
perlu berbenah diri dan membersihkan diri
dari KKN agar mendapatkan kepercayaan
kembali dari masyarakat.

Polemik  kewenangan  menyidik
kasus dugaan korupsi pengadaan alat
simulator  mengemudi  dikhawatirkan
dapat mengakibatkan penanganan kasus
ini terbengkalai. Untuk itu polemik ini
diharapkan tidak berlarut-larut  agar
persoalan utama vyaitu dugaan korupsi
pengadaan simulasi mengemudi segera
dapat diselesaikan dengan baik.
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